
 
 
 
 

Permohonan Uji Materi UU Pemilu Diputus Oleh MK 

Jakarta, 3 Mei 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) pada Selasa (7/12), pukul 13.30 WIB dengan agenda 

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 

55/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) yang diwakili 

oleh Ahmad Ridha Sabana selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Abdullah Mansuri 

selaku Sekretaris Jenderal DPP. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 173 ayat (1).  

 

Para Pemohon merasa dirugikan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 173 ayat (2) uu a quo, yang 

mengharuskan untuk melakukan verifikasi ulang untuk menjadi peserta Pemilu ditahun berikutnya. 

Menurut Pemohon penerapan verifikasi ulang terhadap partai politik yang telah mengikuti Pemilu adalah 

bertentangan dengan asas legalitas dan mencederai kepastian hukum yang adil dan hak kemudahan 

dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan dan manfaat dari hasil verifikasi yang telah 

dilakukan sebelumnya. Verifikasi merupakan upaya untuk mengkonfirmasi atau memeriksa kebenaran 

faktual terhadap berbagai persyaratan. Dengan 6 demikian, norma persyaratan dan hasil verifikasi 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan terus berlaku melekat pada partai politik.  

 

Selain itu, menurut para Pemohon pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 53/PUU-

XV/2017 yang menyatakan tidak ada keadilan bagi tiap calon peserta Pemilu dan bertentangan dengan 

konstitusi apabila partai politik dimaksud memiliki kursi di DPR atau DPRD maupun karena telah 

mendapatkan dukungan dari rakyat melalui Pemilu sehingga harus tetap diverifikasi, adalah keliru 

karena Asas Keadilan dapat diterapkan sepanjang peraturan tentang verifikasi dalam Pemilu 2019 dan 

Pemilu selanjutnya masih tetap sama yang artinya calon partai politik 7 peserta Pemilu masih 

mendapatkan perlakuan yang sama dengan peraturan yang ada. 

  

Senada dengan Pemohon, pada sidang ketiga Anggota Komisi III DPR RI Habiburrokman 

menyampaikan bahwa semua partai politik yang memenuhi persyaratan pendirian partai politik di 

Kementerian Hukum dan HAM seharusnya serta-merta dapat diikutsertakan sebagai partai politik 

peserta pemilu tanpa melihat persyaratan ambang batas, terang Habiburokhman. Berbeda dengan 

DPR, Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Yusharto Kuntoyono yang mewakili 

Pemerintah menyampaikan bahwa ketentuan norma UU Pemilu bermakna setiap partai politik yang 

akan ikut serta dalam pemilu wajib melakukan pendaftaran dan verifikasi.  (ASF) 

Tentang Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 
1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.  

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan 
putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut 
Undang-Undang Dasar.  

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, 
silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)  

http://www.mkri.id/

